
BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR : 106 - TAHUN 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN D ESA PERSIAPAN WALMATINA

KECAMATAN AIR BUAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

Menimbang : a. bahwa sesuai peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 fentang Peraturan pelaksa:raan Undanlg-Undang
Nomor 6 Tahun 2A74 tentang Desa setragairnana
telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nornor 4z
Taftun 2015 fentang Perubalran Afas peraturan
Pernerintah Nomor 43 Tahun zol4 tentang peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Ta_hun 2AL4
tentang Desa Pasal t0 ayat (5j, maka dipanrdang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang pernbentukan
Desa Persiapan;

b- bahwa pembentukan Desa persiapan dimaksudkan
untuk meningkatkan pelayanan publik guna
terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayah
Desa Persiapan V/aimatina;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagarmana
dimaksudkan pada huruf a dan huruf b dia.tas, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Buru tentang
PemLrentukan Desa Persiapan walmatina l(ecamatan
Air Buaya.

Mengingat : 1. undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun
1999 tentang Pembentukan provinsi Maluku Utara,
Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat (Lembaran Negara Republik Indones;ia Tahun
L999 Nomor t74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3895), sebagairrrana telah
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2OOO tentang perubahan atas Undang_
Undang Nomor 46 Tahun 1gg9 Tentang perarbentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan
l,emharan Negara
Nomor 3961);

Republik lndonesia



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun z}tt+ tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1+ Nomor 244, 'Ianzibahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornlor 5587))
sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 1 5 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang l\omor 23
Tahun 201+ fentang Pemerinfahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Talrun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2GO4 Tentang Perimbangan Keuangar: Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2AO4 Nrrmor L26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (t embaran l.legara Republik lndonesia Tahun
2411 Nomor 82, Tambahan Lembarran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 523a1;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2QL4 lrlornor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :5a95);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O 14 tentarig
Peraturan Pelaksanaan Und.ang-Undang Nomor 6
Tahun 2AL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2AM Nornor 123, Tambahan
Lenrbaran Negara Republik lndonesia Nor:ror 5539)
sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 T'a"hun 2O\+
tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2Al4 tentalg Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
lYomor 157 , fambahan lembaran lrtegare Repu blik
Indonesia Nomor 57171;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20i["4 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Fendapatan
d.an Belanja l{egara ilc.mbaran l{egara Republik
Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 158, 'Iambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5558J
sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhit
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OL6
tentang PeruLrahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Tfesa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2A16 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
trndonesia Nomor 5864);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita
JVegara Repub}k Jndonesia Tahun 2017 lVomor 155);

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 25 tahun
2OO7 tentang Pembentukan Susunan Orgarrisasi dan
Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah nKabupaten
Buru Tahun 2OO7 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Buru Nomor 25).

MEMUTUSKAT{

Menetapkao : PERATURAN BUPATI BURU TENTANG
PERSIAPANPEMBENTUI(AN DTSA

UIALMATINAI(TCAI}IATAN AIR BUAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buru;

Bupati adalah Bupati Buru;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten Buru;

Casnat adaiah Camat di Kabupaten Buru;

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingal masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat setempat, hak asatr usu1, dany'atarl hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pernerintahan
Negara Kesatuan republik Indonesia;

6. Pemerintahan Desa adalah penyelengga.raan urusan pernerintahaa
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pernerintahan
Negara Kesatuan Repubtrik lndonesia;

Pemerintah Desa adaiah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa
sebagar ufl sLrr pens,eJenggara Pemerin tahan Desa;

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga yang melaksanakan {ungsi pemerint-ahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa tlaru diluar
desa yang ada berupa pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua)
desa atau trebih, p,engga.bungan bagian desa dari desa yaftg
bersanding menjadi 1 (satu) desa dan penggangubangan
beberapa desa menjadi desa baru;

10. Dusun adalal Bagian Wilayah Kerja Pemerintahan Desa;

11. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yaxg bersan
ding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru"
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BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN

Bagian Pertama
Tujuan Pembeatukaa Desa Persiapan

Pasal 2

t1i Pembentukal desa persiapan bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat;

{2} Pembentukan desa persiapan sebagaimana dimaksud pacia ayat {1}

adaiah dalam rangka meningkatkan kemampuan penyetrenggaraan

pemerintahan desa dan pelaj,anan kepada masyaraJcat secara

berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat
perkembangarl dan keberhasilal pembangunan.

Bagian Kedua
Pembentukan Desa Persiapan

Pasal 3

Dengan Peraturaa Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Wa-lmatina

sebagai pemekaran dari Desa Selwadu Kecamatan Air Buaya.

BAB ITT

NAMA DAN HASIL PTMBENTUKAN DESA PERSIAPAN

Pasal 4

Desa induk adalah tetap Desa Selwadu Kecamatan Air Buaya, dan narna

desa hasil pembentukan adalah Desa Persiapan Walmatina Kecamata-n

Air Buaya.

Pasal 5

(1) Desa Persiapan Walmatina sebagaimana dimaksud pada Pasa-i 3

berasaj dari sebagian wilayah Desa Selwadu yartu Dusun "Walmattna

serta RT/RW yarrg masuk dalam wilayah yaxg dimekarkan.

(2) Dengan dibentuknya Desa Persiapan 'Walmatina Kecarnatan Air
Buaya, maka Desa Selwadu Kecamatan Air Buaya dikurangi
wilayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-

BAB IV
LUAS DAN BATAS WII,AYAH DESA PERSIAPAN

Pasal 6

(1) Desa Persiapan Walmatina Kecamatan Air Buaya sebagaimana

dimaksud Pasal 3 mempunyai luas wilayah t 250 Ha dengan batas

wilayah sebagai berikut:

a. sebelah utara berbatasan dengan Laut
b. sebelah timur berbatasan dengan Dusun Wailanga

c. sebelah selatal berbatasan dengan Gunung Tinggi Lahin

d. sebelah barat berbatasan dengan Dusun Waekase



{2) Batas wilayah Desa Persiapan Walmatina sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dituangkan dalam bentuk Peta Desa / Dena

Desa jrang merupakan bagian ]rang tidak terpisahkan darl peraturan

bupati ini.

BAB V
KEWENANGAN DAN HAK DESA PERSIAPAN

Pasal 7

Desa persiapan Walmatina hanya melaksanakan urusan pernerintahan

yang diserahkan pelaksanaannya oleh desa induk dan tidal< memiliki

kewenangan apapun terhadap urusan pemerintahan lainnya.

Pasal 8

(1) Desa Persiapan Walmatina tidak memiliki kewenangan desa

layaknya desa definitif oleh sebab itu Desa Persiapan Walmatina juga

tidak memiliki hak selayaknya desa definitif.

{2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat t1) adalah menerima

Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa- (TPAPD)

sebagaimana layaknya Kepala Dusun bukan sebagai Penjabat Kepala

Desa Persiapan Walmatina.

{3} Untuk Desa Persiapan Walmafina tidak berhak meneriruta apapun

dari pemerintah baik itu berupa Alokasi Dana Desa {ADD), Dana

Desa (DD) maupun bantuan lainnya kecuali melalui ataut diberikan

oleh desa induk.

BAB VI
PELAKSANAAIYPEMERINTAHANDESAPERSIAPAI'I

Pasal 9
(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan Desa Persialran maka

diangkat penjabat kepala desa pe-rsiapan darj PNS-

(2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaigana dimaksud pada ayat

{1) ditetapkan oleh bupati setelah diterbitkannya surat yang rnemuat
kode registrasi desa persiapan dari gubernur'

i3) penjabat Kepala Desa Persiapan dalam melaksanakal tugas dan
' ' k *:*.libannya disesuarkan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 1O

pembiayaan pembentukal Desa Persiapan walmatina menjadi tanggung

jawab desa induk.



BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAT{

Pasal 11

camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan

Desa Persiapan Walmatina.

BAB f,'T
KBTENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur

lebih lanjut dengan Keputusan Bupati-

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
Pada tanggal 29-Desember 2AL7
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YIB IM UMASUGI

Paraf Koordinasi

Asisten 1 J

Kepala DPM & D ll, t

Kabag. Hukum A
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Diundangkan di Namlea
Pada tanggal 29 Desembet 2017

SEKRETARIS DAERAH.

I xeeuperEN BURU. I

c{u^
D ASSAGA\

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2A77 NOMOR 106


